ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pembiayaan Ekonomi Kreatif dengan Jaminan Kekayaan
Intelektual Perspektif Magashid Syari’ah Fil Amwal (Studi Persepsi MAPPI dan Bank
BTN KCP Tulungagung)” ditulis oleh Nujumul Qoyyumi, NIM. 1880502220004,
Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Prof. Dr. Iffatin Nur,
M.Ag. dan Dr. H. M. Darin Arif Mu’alliffin. S.H., M.Hum

Kata Kunci: Jaminan, Kekayaan Intelektual, Maqgashid Syari’ah, Pembiayaan
Ekonomi Kreatif

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan ekonomi kreatif dalam
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang menggunakan Kekayaan Intelektual
atau disebut dengan Kl sebagai jaminannya. Pembiayaan ini terbilang unik karena
menggunakan jaminan benda tidak berwujud. Terdapat beberapa persoalan yang cukup
menarik menjadi bahan kajian, seperti penilaian (valuasi) aset KI yang berbeda dengan
aset berwujud lainnya serta fluktuasi nilai KI yang dapat berubah fluktuatif berdasarkan
tren pasaran. Namun disisi lain pembiayaan ini juga mempunyai nilai positif bagi
perekonomian nasional. Dengan menggunakan persepsi para praktisi yang terlibat
langsung dengan pembiayaan ini, yaitu MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia)
dan Bank BTN KCP Tulungagung peneliti mengkaji menggunakan perspektif
magashid syariah fil amwal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana persepsi
pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan Kekayaan Intelektual menurut MAPPI
dan Bank BTN KCP Tulungagung? 2) Bagaimana skema pembiayaan ekonomi kreatif
dengan jaminan Kekayaan Intelektual menurut MAPPI dan Bank BTN KCP
Tulungagung? 3) Bagaimana analisis pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan
Kekayaan Intelektual perspektif magashid syariah fil amwal Ibnu ‘Asyur?.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber
data primair dan sumber data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui
wawancara secara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Teknik analisis
data penelitian ini menggunakan Kondensasi data (data condensation), Penyajian data
(data display) dan Penarikan  kesimpulan/verifikasi data  (Conclusion
drawing/verification). Peneliti juga melakukan pengecekan keabsahan data melalui
teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai
Indonesia) dan Bank BTN KCP Tulungagung mempersepsikan dalam pelaksanaannya
masih terdapat tantangan yang harus diatasi, karenanya pembiayaan ini masih belum
berjalan secara komprehensif. Penggunaan KI sebagai aset tidak berwujud yang
dijadikan jaminan membutuhkan kehati-hatian serta kesiapan secara menyeluruh.
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Pembiayaan ini masih membutuhkan kesiapan seluruh aspek seperti operasionalisasi
pelaksanaan, penilaian, manajemen dan legal. Karenanya pembiayaan ini masih dalam
tahap penyesuaian dan pengembangan. Namun di lain sisi MAPPI dan Bank BTN KCP
Tulungagung memiliki persepsi positif yang sama mengenai keberlangsungan
pembiayaan ekonomi kreatif akan memiliki potensi dan peluang di masa mendatang.
Karena era perkembangan dan teknologi juga akan terus berkembang. Pembiayaan
dengan jaminan Kl akan memberikan manfaat kepada para pelaku kreatif, lembaga
keuangan, pemerintah dan secara tidak langsung akan turut membantu
mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. 2) Skema
pembiayaan ekonomi kreatif merupakan penyaluran dana dalam bentuk pinjam
meminjam antara perbankan/lembaga pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif
dengan jaminan KI1. Dalam prosesnya, terdapat pihak penilai KI yang akan memberikan
penilaian aset jaminan. Persyaratan pengajuan pembiayaan dengan jaminan KI ini
adalah proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan
terkait keyaaan intelektual produk ekonomi kreatif dan memiliki surat pencatatan
Kekayaan Intelektual. Upaya realisasi skema pembiayaan masih menemui kendala
yang menjadi kesulitan dalam pelaksanaan. Hal ini berkaitan dengan karakterististik
Kl yang khusus, berbeda dengan aset berwujud. Operasionalisasi Kl selain adanya
regulasi dan standarisasi penilaian membutuhkan kesiapan seluruh ekosistemnya.
Meski skema pembiayaan ekonomi kreatif masih menjadi pembiayaan yang memiliki
resiko yang tinggi, namun para praktisi seperti MAPPI dan Bank BTN terus berprogres
untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pemberlakuan skema pembiayaan ini
agar dapat berjalan dengan baik dan aman. 3) Pembiayaan ekonomi kreatif dengan
jaminan KI merupakan wujud mengupayakan maslahat dan upaya MAPPI dan Bank
BTN dalam melakukan kajian dan pengembangan sebelum operasionalilasi Ki
merupakan bentuk menghindari mafsadat. Keduanya selaras dengan prinsip magashid
syariah fil amwal perspektif Ibnu ‘Asyur. Pembiayaan ini merupakan wujud
pencapaian kemaslahatan dalam hal harta melalui pengembangan ekonomi kreatif, hal
sesuai dengan lima prinsip magashid syariah fil amwal, yaitu: rawaju al-mal
(penyebaran harta), wudhuhu al-amwal (kejelasan harta), hifdhu al-amwal
(perlindungan harta) isbatu al-amwal (kepastian harta) dan al- ‘adlu fi al-mal (keadilan
harta). Masih adanya kesulitan yang menjadi mafsadat bukan berati pembiayaan ini
tidak membawa maslahat, karena pelestarian dan perlindungan kekayaan dengan
mengelola Kekayaan Intelektual secara bertanggung jawab dan dapat berkontribusi
pada pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan serta berkeadilan dalam
tujuan pembiayaan ini merupakan bagian dari tujuan magashid syariah fil amwal.
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ABSTRACT

The research with tittle “Creative Economy Financing with Intellectual Property
Guarantee from the Perspective of Magashid Syari’ah Fil Muamalah (Study on the
Perception of MAPPI and Bank BTN KCP Tulungagung)” was written by Nujumul
Qoyyumi, NIM. 1880502220004, Master of Islamic Economic Law Program,
Postgraduate Program of Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University (UIN)
Tulungagung, advisor by Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. and Dr. H. M. Darin Arif
Mu’alliffin. S.H., M.Hum
Keywords: Creative Economy Financing, Guarantee, Intellectual Property, Magashid
Syari’ah

This research is motivated by the existence of creative economy financing in
Government Regulation No. 24 of 2022 which uses Intellectual Property or referred to
as Kl as collateral. This financing is unique because it uses intangible collateral. There
are several issues that are quite interesting to be studied, such as the assessment
(valuation) of intellectual property assets that are different from other tangible assets
and fluctuations in the value of intellectual property that can fluctuate based on market
trends. However, on the other hand, this financing also has a positive value for the
national economy. By using the perceptions of practitioners who are directly involved
in this financing, namely MAPPI (Indonesian Professional Appraisers Society) and
Bank BTN KCP Tulungagung, the researcher will study it using the perspective of
magashid sharia fil muamalah.

The formulation of the problem in this study, namely: 1) What is the perception
of creative economy financing with Intellectual Property guarantees according to
MAPPI and Bank BTN KCP Tulungagung? 2) What is the creative economy financing
scheme with Intellectual Property guarantees according to MAPPI and Bank BTN KCP
Tulungagung? 3) How is the analysis of creative economy financing with Intellectual
Property guarantees from the perspective of magashid sharia fil amwal Ibn ‘Asyur?.

The research method in this thesis used field research with a qualitative approach.
The data sources of this study consist of primary data sources and secondary data
sources. The data were obtained through in-depth interviews and documentation. The
data analysis technique of this study uses Data condensation, Data display and
Conclusion drawing/verification. The researcher will also check the validity of the data
through triangulation techniques.

The results of this research indicate that: 1) MAPPI (Indonesian Society of
Appraisers) and Bank BTN KCP Tulungagung perceive that there are still challenges
to be addressed in the implementation of this financing, thus it has not yet been carried
out comprehensively. The use of intellectual property (IP) as an intangible asset for
collateral requires caution and thorough preparation. This financing still requires
readiness in all aspects such as operational implementation, valuation, management,
and legal frameworks. Therefore, this financing is still in the adjustment and
development stages. On the other hand, both MAPPI and Bank BTN KCP
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Tulungagung share a positive perception regarding the sustainability of creative
economy financing, believing that it has potential and opportunities in the future,
especially as the era of technological advancement continues to evolve. Financing
secured by IP will benefit creative actors, financial institutions, the government, and
indirectly contribute to the development and growth of the national economy. 2) The
creative economy financing scheme involves providing funds in the form of loans by
banks or financial institutions to creative economy players with IP as collateral. In the
process, an IP appraiser assesses the value of the collateralized asset. The requirements
for applying for financing with IP collateral include a financing proposal, a creative
economy business, a contractual agreement related to the intellectual property of
creative economy products, and an Intellectual Property registration certificate. Efforts
to implement this financing scheme still encounter challenges in its execution. This is
related to the unique characteristics of IP, which differ from tangible assets. The
operationalization of IP requires, in addition to regulations and valuation standards, the
readiness of the entire ecosystem. Although the creative economy financing scheme is
considered high-risk, practitioners such as MAPPI and Bank BTN continue to make
progress in addressing the various issues in the implementation of this financing
scheme to ensure it runs safely and effectively.3) Creative economy financing with IP
collateral represents an effort to achieve public benefits and is part of MAPPI's and
Bank BTN's research and development efforts. Conducting studies and development
before the operationalization of IP reflects an effort to avoid harm (mafsadat). These
align with the principles of magashid shariah fil amwal from the perspective of lbn
‘Ashur. This financing represents the achievement of benefits in wealth management
through the development of the creative economy, in line with the five principles of
magashid shariah fil amwal, namely: rawaju al-mal (distribution of wealth), wudhuhu
al-amwal (clarity of wealth), hifdhu al-amwal (protection of wealth), isbatu al-amwal
(certainty of wealth), and al-adlu fi al-mal (justice in wealth). The existence of
difficulties that lead to harm does not mean this financing does not bring benefits.
Preserving and protecting wealth through the responsible management of Intellectual
Property can contribute to sustainable and equitable national economic development,
which aligns with the goals of magashid shariah fil amwal.
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